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 BAB III  

 PENUTUP  

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai 

Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerja di PT 

Indo Acidatama tbk dapat ditarik kesimpulan  bahwa pelaksanaan 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja  di PT Indo Acidatama 

tbk sudah berjalan dengan cukup baik, hal tersebut diketahui melalui 

pengaturan-peraturan terkait yang telah dipatuhi oleh PT Indo Acidatama 

tbk seperti perusahaan memberikan alat pelindung diri (APD) kepada 

pekerja, perusahaan telah memberikan penyuluhan tentang pentingnya 

sistem K3 kepada pekerja, perusahaan juga memberikan check up / 

pemeriksaan kesehatan bagi pekerja dan semua pekerja sudah 

mendapatkan jaminan sosial dalam bentuk BPJS Ketenagakerjaan. PT 

Indo Acidatama tbk juga mendapatkan penghargaan sertifikasi kategori 

emas Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di 

mana penghargaan tersebut diberikan karena PT Indo Acidatama tbk telah 

menerapkan sistem K3 secara konsisten di lingkungan perusahaan, namun 

pada PT Indo Acidatama tbk masih terjadi kecelakaan kerja, yang 

disebabkan karena ketidaktaatan pekerja, pekerja yang enggan 

menggunakan alat pelindung diri (APD) saat melakukan pekerjaannya. 
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B.  SARAN 

Meskipun pelaksanaan K3 di PT  Indo Acidatama tbk sudah 

berjalan dengan cukup baik namun masih perlu penyempurnaan bahwa 

pengurus perusahaan juga harus memberikan peyuluhan mengenai 

penggunaan alat pelindung diri (APD) secara berkala tidak hanya pada 

awal pekerja masuk bekerja. Pengurus perusahaan juga harus sering 

mengecek APD pekerja apakah APD pekerja masih layak pakai atau tidak 

agar keselamatan dan kesehatan kerja lebih terjamin selain itu pengawasan 

kepada pekerja juga harus lebih ditingkatkan agar pekerja lebih tertib 

terhadap peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan. 
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